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Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEDDY YULIANSYAH, S.H., M.H.

2. ARIE PERMATA, S.H.

3. AKADIR, S.H.

4. ILHAMSYAH, S.H.
Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum DEDDY
YULIANSYAH, S.H., M.H. beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, RT. 29 Nomor. 53 ,
Lorong Sukajaya, Kelurahan Simpang Rimbo, Kota Jambi. HP: 085266043294/
081368422106. Email: deddyyuliansyah74@gmail.com.

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, yang akan bertindak baik
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01/SKK-PHP.Bup/XI1/2024 tertanggal 05 Desember 2024 (terlampir), bertindak untuk
dan atas nama: (Bukti P-2)

1. Nama Lengkap . ZUWANDA
Warga Negara :

. -
Alamat -
—



2. Nama Lengkap :  SAWALUDDIN
Warga Negara

Alamat g B -
I

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keduanya adalah
Pasangan Calon Buapti dan Wakil Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2024,
dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro
Jambi Nomor: 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, tertanggal 12 Februari 2024 (Bukti P-3) jo
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 993 Tahun 2024
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupatidan
Wakil Bupati Muaro Jambi 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4), dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor : 1385 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024 tertanggal 4
Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB (vide Bukti P-1) oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, beralamat di , selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk
menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengenai dasar
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok

Permohonan sebagai berikut :
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSL

1. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor : 1385 Tahun 2024
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024
tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB (Vide Bukti P-1)
adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha
Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiMuaro Jambi Tahun 2024.
Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi tersebut dapat
dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara dibidang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Muaro Jambi Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
yang diterbitkan pukul 00.05 WIB adalah sebagai objectumlitis yang menjadi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi
sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a

quo;

Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari temuan pelanggaran yang terjadi secara
massif di 203 TPS pada 3 (tiga) Kecamatan saat hari pencoblosan tanggal 27
November 2024, dimana pada saat pencoblosan terjadi pelanggaran dimana
Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan tidak memiliki atau
tidak menunjukan E-KTP. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke
Bawaslu Muaro Jambi dengan Surat Laporan =~ Nomor
03/PL/PB/KAB/05.07/X11/2024 yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi pada tanggal 02 Desember 2024;



4. Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara
masif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112
Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan
sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan
suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani,
atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

C. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan
oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada
TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan
yalni adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih
sebagaimana disebutkan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang dan pemilih
tersebut ternyata masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka
beralasan secara hukum Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan terhadap
praktik pelanggaran dan kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e
UU No. 10 Tahun 2016.

5. Bahwa mempertimbangkan limit waktu penyelesaian pelanggaran tersebut oleh
Bawaslu Muaro Jambi, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa

Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.



Sedangkan limit waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diatur pada pasal 51
ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 menyatakan (4)
Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari
setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, mengingat, Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi pada tanggal 4
Desember 2024 telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara dan menetapkan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Muaro Jambi Nomor : 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember
2024. Sehingga berdasarkan pasal 7 (tujuh) ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tinjuan hukum Pemohon terhadap jangka waktu penyelesaian
oleh Bawaslu Muaro Jambi dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi
Pemilihan Umum Muaro Jambi serta pengajuan Permohonan ke Mahkamah
Konstitusi. Sehingga dengan jangka waktu yang demikian tidak dimungkinkan
untuk dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala jangka waktu yang diatur di
dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 51 ayat 4
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 jo Pasal 7 (tujuh) ayat 2
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa persoalan Penyelesaian Pelanggaran dari Pemohon ini sudah tidak bisa
diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 jo Pasal 143
ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 142 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 : Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta
Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara

Pemilihan. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu



Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama

12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan’'.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan
peundang-undang yang berlaku saat ini (existing regulations), terdapat kekosongan
hukum (recthsvacuum) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijaminkan oleh
Pasal 24C ayat (1), (2), (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the
positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechctsvinding) untuk
memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan
subtantive (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral,
sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan

di Kabupaten Muaro Jambi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

9.

10.

Bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03 Tahun 2024
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 03 Tahun 2024) menyatakan
bahwa, “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota.” Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam
perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati.”;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan
Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Muaro Jambi Nomor : 991 Tahun Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta
Pemilihan Bupatidan Wakil BupatiJambi Tahun 2024, (Vide Bukti P-3), jo.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor : 993 Tahun 2024
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi 2024 tertanggal 23 September 2024 (Vide



Bukti P-4) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Urut 2 (dua).

Tabel 1.Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang
Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

5 Nama Pasangan Calon Bupati dan Nomor Urut
o.
Wakil Gubernur Pasangan Calon

ASNAWL R
1 ; dan 1
SUPRATNO

ZUWANDA
2 dan 2
SAWALUDDIN

MASNAH BUSRO
3 ’ dan 3
ZULKIFLI I

BAMBANG BAYU SUSENO
4 dan 4
JUNAIDI H. MAHIR :

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon sebagai Pasangan Calon No. Urut 2 memiliki
legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang
dikandung dalam konstitusi bahwa Pemilu seharusnya didasarkan pada Prinsip
LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana di atur dalam Pasal
18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
secara demokratis’. Dan di atur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni:
‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil setiap lima tahun sekali’.



12. Bahwa Permohonan Pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi

13.

kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga diperlukan terobosan hukum progresif
oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusonal Pemohon sebagai
warga negara ini didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai ‘hard cases’, yakni
kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya
diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak
konstisioanal dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘Hard
Cases’, Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin,
1967, ’Model of Rules’, University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23).

Bahwa Permohonan Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui
sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung Amerika Serikat yang
terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (Chief Justice)
John Marshal dalam kasus Marbury v. Madison (1803) dimana dalam perkara ini
Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi bukan undang-undang (karena
ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, ‘The Rhetorical Uses of

Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case"’, Wake Forrest Law
Review, Vol. 38, p. 375).

14. Bahwa perihal dan pokok permohon Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan

15.

suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No
6. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan
rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2020, yang merupakan
resultante dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan
moral. Dimana terjadinya proses pemilihan kepala Daerah yang bertetangan dengan
hukum;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I. Permohonan a quo tentang
Kewenangan Mahkamah Konsitusi, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan
hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara

vakni berupa pelanggaran massif yang terjadi dimana pemilih melakukan



pemilihan tanpa memiliki KTP elektronik, dan tidak bisa juga diselesaikan oleh
Bawaslu dikarenakan Jangka waktu yang didalam peraturan yang berlaku. hal ini,
berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 10 Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang karena batas waktu penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu Muaro Jambi
serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Muaro

Jambi.

16. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur secara tegas
Pemungutan Suara Ulang berdasarkan temuan atau pengaduan paska pemilihan
sehingga pengaduan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan. Dalam konteks ini, masalahnya ialah Pemohon tidak dapat mentolerir
sebuah sebuah pelanggaran yang terjadi secara massif di 230 TPS tersebar di 3
Kecamatan sehingga situasi yang demikian membutuhkan waktu pembuktian yang

panjang.

17. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang terjadi di Muaro Jambi dimana Bupati
terpilihnya berdasarkan hasil dari pelanggaran pemilihan yang secara massif dan
terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga Pemohon
memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran
yang serius ini sehingga oleh karenanya Pemohon berpendapat memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang

terhormat ini.

18.Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat
norma (hukum) dan presenden yang bisa dipakai Bawaslu sepanjang terkait dengan
jangka waktu penanganan laporan Pemohon dan Jangka waktu Pelaksanaan
Pemungutan Suarang Ulang sehingga berdasarkan situasi yang demikian Pemohon

berpendapat Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijaminkan oleh
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UUD 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional,
hukum dan moral untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah
Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

19.

20.

21.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo.
Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa
Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan oleh Termohon;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 1385
Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05
WIB, yang mana hari tersebut bukanlah hari kerja sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2024, sehingga batas waktu tiga
hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Kamis
tanggal 5 Desember 2024 pukul 08.00 WIB dan akan berakhir pada hari Sabtu
tanggal 7 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
hari Senin tanggal 09 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam Buku
Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon
yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2024;
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IV. POKOK PERMOHONAN

22. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon

23.

Bupatidan Wakil BupatiJambi Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti
yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun 2024,
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi
Nomor: 1385 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Jambi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul
00.05 WIB. karena adanya pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan
kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan

menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain .

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 1385 Tahun
2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi Tahun
2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB. telah
menetapkan sebagai berikut: (vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing

Pasangan Calon) sebagai berikut :

No. Nama Pasangan Calon Bupatidan Perolehan
Urut Wakil Gubernur Suara
ASNAWI. R
1 Dan 47.062
SUPRATNO
ZUWANDA
2 Dan 60.5528
SAWALUDDIN
MASNAH BUSRO
3 Dan 50.055
ZULKIFLI. I
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BAMBANG BAYU SUSENO
4 Dan 73.434
 JUNAIDI H. MAHIR

Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan
membuahkan hasil perolehan suara yang keliru dengan mengaburkan antara suara
yang sah dan suara yang tidak sah selama proses pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, hal ini secara nyata berdampak langsung dan
merugikan Perolehan Suara Sah Pemohon, karena praktik ini membuat adanya
pengngelembungan Suara dan pengurangan terhadap perolehan suara para Paslon
Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan
Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 1385
Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi
Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB.
Dimana Pemohon berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 60.528
(enam puluh ribu lima ratus dua puluh delapan suara) hasil perolehan tersebut
merupakan dampak terjadinya pelanggaran yang secara massif di 203 TPS yang

tersebar di Kecamatan Mestong, Kecamatan Jaluko, dan Kumpeh Ulu, sebagai

berikut ini :
No. | Kecamatan Jumlah Jumlah TPS | Jumlah | Jumlah | Jumlah
Desa Suara Suara Suara/
Sah Tidak | pemilih

Sah

1. | Mestong 14 70 17.375 682 18.056
2. | Jaluko 19 89 31.108 1.302 31.108
3. | Kumpeh Ulu 13 44 11.539 600 12.139
TOTAL 46 Desa 203 TPS 58.719 2.584 61.303

Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil BupatiProvinsi Jambi Tahun 2024 yang merugikan Posisi Perolehan
Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan pola / bentuk
pelanggaran ADANYA PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIH
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YANG TIDAK BERHAK KARENA TIDAK MEMPUNYAI E-KTP (KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK) DAN SURAT KETERANGAN
(SUKET) DARI DUKCAPIL SECARA MASIF DI MUARO JAMBI

Bahwa pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan
oleh KPU Muaro Jambi/ Termohon tersebut diatas adalah satu rangkaian kegiatan
yang saling terkait dan berlanjut. Jika diperkanankan Pemohon ingin menyatakan
bahwa tindakan tersebut telah disusun sedemikian rupa dan dijalankan secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh salah satu Pasangan Calon dan
Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, terutama terkait dengan adanya pemilih-
pemilih yang dapat menggunakan surat suara secara masif namun faktanya pemilih
tersebut tidak memiliki hak untuk memilih berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, sehingga pemilih tanpa hak tersebut sejatinya hanya dijadikan wadah
untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon tertentu, kondisi
tersebut juga sebelumnya telah didukung adanya pengarahan dan intimidasi kepada
para Kepala Desa, Petugas KPPS serta ASN secara massif dan merata, sehingga
mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada dan merugikan posisi perolehan hasil
suara Pemohon dan menguntungkan perolehan hasil suara Pasangan Calon lain.
Lebih lanjut terhadap hal ini akan Pemohon uraikan secara rinci mengenai

kecurangan-kecurangan atau pelanggaran hukum tersebut.

Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara
Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah diatur secara limitatif
dalam Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang

menyebutkan sebagai berikut :
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BABX
HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56
Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak
memilih.
Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1
(satu) kali oleh penyelenggara.
Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih
tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan
dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/
Lurah.

Pasal 57

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus
terdaftar sebagai Pemilih.
Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan
pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat
menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61
Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum
terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat
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menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga
atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera
dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu mendafiarkan diri pada KPPS setempat dan
dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

28. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI No. 19 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua atas peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang
pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupatidan

wakil Bupatidan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :
untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara
Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam

undang-undang

Pasal 5 ayat (2) hurufd. :
pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4) :
warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata
tidak lagi memnuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara

dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
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Berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat
utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak unutk memilih dan dapat
menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya KTP
Elektronik, adapun Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik dari
Disdukcapil yang pada periode pemilu sebelumnya dapat digunakan sebagai pilihan
alternatif dari KTP Elektronik namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 sudah tidak dapat lagi dgunakan dan secara limitatif terbatas
kepemilikan KTP Elektronik.

Bahwa pada kotentasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muaro Jambi tahun 2024,
terdapat sekitar 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas)
suara yang berasal dari hasil pemilihan yang tidak sah oleh orang yang tidak
memiliki KTP Elektronik dan sama sekali belum melakukan rekam data elektronik
di Disdukcapil. Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun dan diselidiki oleh
Tim Pemenangan Pemohon, maka sebanyak 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh
ratus delapan belas) suara yang berasal dari pemilih tersebut merupakan suara yang
tidak sah karena tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya (tidak memiliki KTP Elektronik).

Bahwa sebaran suara tidak sah sebesar 58.718 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus
delapan belas) suara tersebut berada pada di 3 Kecamatan 46 Desa 203 TPS
kabupaten Muaro Jambi, sehingga beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim
untuk menyatakan bahwa praktik pelanggaran ini terjadi secara masif pada
kontestasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024 maka untuk
itu secara hukum patut dilakukan Pemungutan Suara Ulang 3 Kecamatan 46 Desa
203 TPS kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak berhak dan terjadi secara
masif sebagaimana uraian diatas sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 112

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:
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BAB XV
PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan
yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih
keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan  kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan
dalam peraturan perundangundangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus,
menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara
yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah
digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,
pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih,

mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sehingga berdasarkan fakta yang berhasil dihimpun oleh Pemohon dilapangan
yalmi adanya pemilih yang tidak masuk dalam kualifikasi sebagai pemilih
sebagaimana disebutkan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang dan pemilih
tersebut ternyata masih diberikan kesempatan memberikan suara di TPS, maka
beralasan secara hukum jika Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap
praktik pelanggaran dan kecurangan tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara
Ulang (PSU) sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e
UU No. 10 Tahun 2016.
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33. Terkait data-data pemilih yang tidak berhak tersebut karena angkanya mencapai
ribuan orang, maka data tersebut akan kami berikan secara lengkap sebagai
lampiran, dan sebagai garis besar kami uraikan dengan sebaran perkabupaten

sebagaimana dibawah ini :

1. Kecamatan Mestong :

Desa / Kelurahan TPS Jumiah

Baru 1,2,3,4,5 5TPS
lbru 1,2 2TPS
Muaro Sebapo 2,3,6,7 4TPS
Naga Sari 1,2,3,4 4 TPS
Nyogan 1,2,3,4,7,8 6 TPS
Pelempang 1,3,4 3TPS
Pondok Meja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 11 TPS
Sebapo 2,3,4,56,7,8,9,10 9 TPS
Suka Damai 2,3,4 3TPS
Suka Maju 1,2,4,6,7 5 TPS
Sungai Landai 1,4,5 3TPS
Tanjung Pauh KM 32 1,2,3 3TPS
Tanjung Pauh Talang Pelita | 1, 2 2TPS
Tempino 1,2,5,6,7,9, 10,11, 12,13 | 10 TPS
TOTAL 70 TPS

2. Kecamatan Jaluko

Desa / Kelurahan TPS JUMLAH
Danau Sarang Elang 1,2 2TPS
Kedemangan 1,2,3,4,5 5 TPS
Maro Sebo 1,2 2TPS
Mendalo Darat 2, 3,65, 6 8, 9, 12, 11 TPS

15, 16, 19, 20,
Mendalo Indah 1,2,3,4,5,6,7 7TPS
Mendalo Laut 1,2 2TPS
Muhajirin 1,3,5,6,7 5TPS
Pematang Gajah 1,2,3,4,5,8,9 7TPS




19

Pematang Jering 1,2,3 3TPS
Penyengat Olak 1,2,4,5,6 5 TPS
Pijoan 1,3,4,8,9,10, 11 7TPS
Rengas Bandung 1,2,3,4,5 5TPS
Sarang Burung 1,2,3,4,5 5TPS
Sembubuk 1,2,3,4 4TPS
Senaung 1,2,4,5 4TPS
Simpang Limo 1,2,3,4 4TPS
Simpang Sungai Duren | 1, 3,7 3TPS
Sungai Bertam 2,356 4 TPS
Sungai Duren 1,3,5,6 4 TPS

TOTAL 89 TPS

3. Kecamatan Kumpeh Ulu

Desa / Kelurahan TPS JUMLAH TPS
Kasang Kota Karang 4 1TPS
Kasang Kumpeh 4,6,7 3TPS
Kasang Lopak Alai 1,2 2TPS
Kasang Pudak 5,6,7,9, 10, 12, 18, 13 TPS

19, 21, 22, 28, 31, 34

Kota karang 2,3 2TPS
Muara Kumpeh 1,3,7,8 4TPS
Pemunduran 1,2 2TPS
Pudak 3,4,5,8,9 5TPS
Ramin 3,4 2TPS
Simpang Teluk Duren 2,3,4 3TPS
Solok 1 1TPS
Sungai Terap 4 1TPS
Tarikan 1,3,4,5,6 5 TPS

JUMLAH 44 TPS

34. Bahwa sebaran pelanggaran sebagaimana angka diatas akan kami berikan dalam
lampiran secara terpisah mengenai Nama, NIK, NKK, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Kelurahan, RW, RW dan Nomor TPS tempat dimana pelanggaran
tersebut terjadi.
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Bahwa terkait adanya pelanggaran dengan dilakukannya pencoblosan surat suara
oleh orang yang tidak berhak memilih karena tidak memiliki KTP Elektronik
selama masa pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Jambi 2024 maka khusus terkait
pelanggaran ini yang dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sebanyak 58.718 (lima

puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas) suara;

Bahwa pelanggaran yang terjadi secara tersebar dan masif tersebut telah merugikan
kedudukan perolehan suara Pemohon secara nyata dan untuk menguatkan
argumentasi Pemohon terkait pelanggaran ini, maka Pemohon telah meminta para
Saksi yang mengetahui dan/atau para pemilih yang tidak berhak tersebut untuk
memberikan keterangan secara tertulis, adapun yang memberikan keterangan dalam
hal ini adalah pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak meiliki Surat
Keterangan dari Disdukcapil yang justru pada tanggal 27 November 2024 pada saat
Pilkada pada kenyataannya diberikan Surat Keterangan untuk menggunakan hak
suara, sebagaimana data berikut :

Kecamatan Mestong :

NO NAMA KECAMATAN KELURAHAN / DESA TPS
1 | PUTRI DEWI LESTARI MESTONG BARU 1
2 | ALIKA SEPTIANI MESTONG BARU 2
3 | KARISMA NURUL KHOTINAH MESTONG BARU 3
4 | FITRIRAHMADANI MESTONG BARU 3
5 | NUR QOWIM MESTONG BARU 3
6 | NUR QOIMAH MESTONG BARU 3
7 | TIRTA SANDY PRAYOGI MESTONG BARU 4
8 | JUMADI SAWAL MESTONG BARU 4
9 | ANNISA INTAN YUSUF MESTONG BARU 5

10 | ILHAM PRATAMA MESTONG BARU 5
11 | MHD KHODDAM HARAHAP MESTONG BARU 5
12 | DEDEN DIMAS PRARAMA MESTONG IBRU 1
13 | NAWAL NUZULA EL MATSUROH MESTONG IBRU 1
14 | DITA AYU LESTARI MESTONG IBRU 2
15 | M. FADIEL FIRANSYAH MESTONG MUARO SEBAPO 2
16 | HUDDORI LINTANG PRATAMA MESTONG MUARO SEBAPO 2
17 | REZA AL ROSYID MESTONG MUARO SEBAPO 2
18 | MILA MINHATULMAULA MESTONG MUARO SEBAPO 2
19 | OKTARI NUR AISYAH MESTONG MUARO SEBAPO 3
20 | SILLFI MURTAFIAH MESTONG MUARO SEBAPO 4
21 | M.FARISZI MESTONG MUARO SEBAPO 4
22 | IRWANSYAH MESTONG MUARO SEBAPO 5
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23 | NUR FADILAH MESTONG MUARO SEBAPO 6
24 | TRIIMA TULLOH MESTONG MUARO SEBAPO 6
25 | KIKI ADIMAS MESTONG MUARO SEBAPO 6
26 | BENI ALFIANTO MESTONG MUARO SEBAPO 6
27 | RTS.VIVI NOPI YANTI MESTONG MUARO SEBAPO 7
28 | ZUNUWAIS MESTONG MUARO SEBAPO 7
29 | ALISA FITRIA ANANDA MESTONG MUARO SEBAPO 7
30 SINTA MAYLIA MESTONG NAGASARI 1
31 | DESY NENGTIAS MESTONG NAGASARI 1
32 | MUTIA INDIRA MESTONG NAGASARI 2
33 | AMALIA RAMADANI MESTONG NAGASARI 2
34 | MUHAMMAD ROZIQUL FAJRI MESTONG NAGASARI 2
35 | TRI ANDHIKA FIRMANSYAH MESTONG NAGASARI 3
36 | MUHAMMAD FADHIL AKBAR MESTONG NAGASARI 3
37 | KIKI AMELIA MESTONG NAGASARI 4
38 | SAMSUL KOMAR MESTONG NYOGAN 1
39 | NGATENO MESTONG NYOGAN 1
40 | RANDI RAMADHAN MESTONG NYOGAN 1
41 | YUDIANTO MESTONG NYOGAN 1
42 | DARIOSO MESTONG NYOGAN 1
43 | SELOMITA MESTONG NYOGAN 2
44 | WILDANI ROFIAH MESTONG NYOGAN 2
45 | RISKA KRISTINA MESTONG NYOGAN 3
46 | CAVIN FARON DRYA MESTONG NYOGAN 3
47 | INA MESTONG NYOGAN 3
48 | FARA MUTIA MESTONG NYOGAN 3
49 | ALDI MESTONG NYOGAN 3
50 | APRIADI MESTONG NYOGAN 3
51 | SAFIRA MESTONG NYOGAN 3
52 | NUR ELIZAH AFRIANI MESTONG NYOGAN 3
53 | AMRYADI MESTONG NYOGAN 3
54 | EKA LAYA MESTONG NYOGAN 3
55 | PANDU ROZIANI TRIATMAJA MESTONG NYOGAN 4
56 | AREL PRATAMA MESTONG NYOGAN 7
57 | LEO PERNANDO MESTONG NYOGAN 7
58 | RASYA ADITYA WARDANA MESTONG NYOGAN 7
59 | RIRIN EKA ARIANTI MESTONG NYOGAN 7
60 | MUHAMMAD RIO MESTONG NYOGAN 8
61 | NARDIAN MIKO LIANSYAH MESTONG PELEMPANG 1
62 | REY NALDI MESTONG PELEMPANG 1
63 | DEWI MIRNAWATI MESTONG PELEMPANG 3
64 | MUHAMAT DANDI MESTONG PELEMPANG 4
65 | AYU LESTARI MESTONG PELEMPANG 4
66 | S. MELATI MESTONG PONDOK MEJA 1
67 | NUR AHADI LUTFIANSYAH MESTONG PONDOK MEJA 1
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68 | KHOTRUN NADA ATIKA MESTONG PONDOK MEJA 1
69 | ARKAB JOFE NARDAIN MESTONG PONDOK MEJA 2
70 | ARGA STIO PUTRA MESTONG PONDOK MEJA 2
71 | SERLI APRILIA SARI MESTONG PONDOK MEJA 3
72 | DAMAR FAHREZI MESTONG PONDOK MEJA 3
73 | RAYHAN AL FARIZI MESTONG PONDOK MEJA 4
74 | HANDIKA PRATAMA MESTONG PONDOK MEJA 4
75 | ADITHIYA RAHMAN MESTONG PONDOK MEJA 5
76 | RISKIMUHAMMAD SAPUTRA MESTONG PONDOK MEJA 6
77 | M.RISKI ADHA SAPUTRA MESTONG PONDOK MEJA 6
78 | AFTARI SALSADILA NURVAZIRA MESTONG PONDOK MEJA 7
79 | MUHAMMAD FAJRI MESTONG PONDOK MEJA 8
80 | TUMIRAH MESTONG PONDOK MEJA 9
81 | RIFALDI SIHOMBING MESTONG PONDOK MEJA 9
82 | HAVIDS WAHYU PRATAMA MESTONG PONDOK MEJA 9
83 | SISWANTO JOKO PRATOMO MESTONG PONDOK MEJA 9
84 | FITRI FATMAWATI MESTONG PONDOK MEJA 9
85 | RISKIADITYA MESTONG PONDOK MEJA 10
86 | JANNATUL SALSABILA MESTONG PONDOK MEJA 10
87 | POPPY NOVILLA PUTRI MESTONG PONDOK MEJA 11
88 | TIO HARDI RAMADHON MESTONG PONDOK MEJA 11
89 | RISMA AMANDA MESTONG SEBAPO 2
90 | RISKI APRILLIA MESTONG SEBAPO 3
91 | GUNAWAN MESTONG SEBAPO 4
92 | TIARA NURAINI MESTONG SEBAPO 4
93 | SHANDI RAJASA PUTRA MESTONG SEBAPO 5
94 | MUHAMMAD NAZRIL FADIL INZANI MESTONG SEBAPO 5
95 | ZAKIYATU ZAHRO ATIKA DEWI MESTONG SEBAPO 5
96 | MUHAMAD RESTU RIADI MESTONG SEBAPO 6
97 | BAHARI MESTONG SEBAPO 6
98 | CHIN KEVIN M KRISNA MESTONG SEBAPO 6
99 | ANNISA NUR CAHYANI MESTONG SEBAPO 7
100 | AMANDA MESTONG SEBAPO 8
101 | REHAN MESTONG SEBAPO 9
102 | ANGGUN DWI NOVRIANA MESTONG SEBAPO 9
103 | INDAH MESTONG SEBAPO 9
104 | M.DAPA MAULANA MESTONG SEBAPO 9
105 | DIMAS PRATAMA SAPUTRA MESTONG SEBAPO 10
106 | M. FACHRI KHUSAINI MESTONG SEBAPO 10
107 | AHMAD MAULANA RAMADHAN MESTONG SEBAPO 10
108 | TRIYO AGUSTINO MESTONG SUKA DAMAI 2
109 | NINDYRA PUTRI KIRANIA MESTONG SUKA DAMAI 3
110 | ELVAAULIA MESTONG SUKA DAMAI 3
111 | MUHAMMAD AZIZ KURNIAWAN\n MESTONG SUKA DAMAI 3
112 | SYAHRIAL SETIAWAN PURBA MESTONG SUKA DAMAI 4
113 | WAHYU RAHMAD DIANTO MESTONG SUKA DAMAI 4
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114 | MUHAMMAD AKBAL PRIYANSYAH MESTONG SUKA DAMAI 4
115 | HARIANTI MESTONG SUKA MAJU 1
116 | LUKMAN AJI PANGESTU MESTONG SUKA MAJU 1
117 | M. ZAINUL HIKAM MESTONG SUKA MAJU 1
118 | ZAFIRA APRILIA DINATA MESTONG SUKA MAJU 2
119 | KENDI FITRIA RAMADHANI MESTONG SUKA MAJU 2
120 | NURSIAH MESTONG SUKA MAJU 4
121 | KHOIDIR FITRA PRATAMA MESTONG SUKA MAJU 4
122 | SAIMAN HANIF MESTONG SUKA MAJU 4
123 | MUHAMAD ILHAM SAPUTRA MESTONG SUKA MAJU 4
124 | MARSINAH MESTONG SUKA MAJU 6
125 | RUBYANSAH MESTONG SUKA MAJU 6
126 | MUHAMMAD SATRIA MESTONG SUKA MAJU 7
127 | ALWI SURYANSAH MESTONG SUKA MAJU 7
128 | RAFA MESTONG SUNGAI LANDAI 1
129 | DESTA RIANO LASMANA PUTRA MESTONG SUNGAI LANDAI 1
130 | DINOV ATVINA MUNAWAROH MESTONG SUNGAI LANDAI 1
131 | M FIKRI MESTONG SUNGAI LANDAI 1
132 | ANDIKA FRANSAH MESTONG SUNGAI LANDAI 1
133 | DWI FITRIANI MESTONG SUNGAI LANDAI 4
134 | FRISCA ANGGI NOVRIANTI MESTONG SUNGAI LANDAI 4
135 | GISAYLA NAFKAH AFDILLAH MESTONG SUNGAI LANDAI 4
136 | MUHAMMAD WAHYU MESTONG SUNGAI LANDAI 4
137 | FUTRISITIHARDIANTI MESTONG SUNGAI LANDAI 4
138 | RISKI ILAHI MESTONG SUNGAI LANDAI 5
139 | M RAFLI MESTONG SUNGAI LANDAI 5
140 | M RIDHO MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 1
141 | EGI SEPTIAN ALFARES MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 1
142 | LARAS ASMA DARNI MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 1
143 | MOVIT ARIZONA MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 2
144 | M AGUNG BAIJA GENI MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 2
145 | MUHAMMAD HABIL SHAPUTRA MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 2
146 | ALAN AULYA BASIR MESTONG TANJUNG PAUH KM. 32 3
BADRUSSHOLEH YUSUF MAULANA TANJUNG PAUH TALANG
147 | JIDDAN MESTONG PELITA !
TA PAUH TA
148 HUDA SYAHRULR MESTONG PE:.JI}IJ\NG UH TALANG 1
TANJUNG PAUH TALANG
149 WILI RAHMA SAFITRI MESTONG PELITA 1
TANJUNG PAUH TALANG
150 ADNAN ARINAL HAQQA MESTONG PELITA 1
TANJUNG PAUH TALANG
151 AHMAD SAIFUDIN MESTONG PELITA 1
TANJUNG PAUH TALANG
152 MILDA ELSA MESTONG PELITA 2
153 SULAIMAN MESTONG ZQS‘J&NG PAUH TALANG 2
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154 | HALIZA CHAIRUNNISA MESTONG TEMPINO 1
155 | IMRAN ZULFIKZR MESTONG TEMPINO 2
156 | INGE DWI RAMADANDY IRGI MESTONG TEMPINO 2
157 | NABIL NAZWA BASMALAH MESTONG TEMPINO 2
158 | ZALFA ARRAFI GUNAWAN MESTONG TEMPINO 5
159 | M. JULIO CAMTIKO MESTONG TEMPINO 5
160 | MELINDA OKTAVIANI MESTONG TEMPINO 6
161 | DWISEVIRA YULIANA MESTONG TEMPINO 6
162 | M.IQBAL MESTONG TEMPINO 6
163 | BINTANG THERESIA SIMANJUNTAK MESTONG TEMPINO 6
164 | RENO YOGA PRATAMA MESTONG TEMPINO 7
165 | MASLUDIN AWDIKAN MESTONG TEMPINO 9
166 | WIKE WAYURNI MESTONG TEMPINO 9
167 | SENJA SAPUTRA MESTONG TEMPINO 10
168 | RITAYULI SRI ASTUTI MESTONG TEMPINO 11
169 | NOVA LISANDRA MESTONG TEMPINO 12
170 | MUHAMMAD IKHSAN MAULANA MESTONG TEMPINO 12
171 | EMREIFAN AL MESTONG TEMPINO 12
172 | TRIARDIKARAMADHANI MESTONG TEMPINO 13
173 | KHUSWATUN HASANAH MESTONG TEMPINO 13
Kecamatan Jaluko
NO NAMA KECAMATAN KELURAHAN / DESA TPS
1 SUPARSO JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANG ELANG |1
2 RETNO SEPTIANTI JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANGELANG |1
3 SALIKUN JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANG ELANG | 2
4 SAWALUDIN JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANG ELANG | 2
5 NABILA WAHYU APRILIA JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANG ELANG | 2
6 ADE ARYANTO JAMBI LUAR KOTA DANAU SARANG ELANG | 2
7 NABILAH JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 1
8 GILANG ARIA SAPUTRA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 1
9 PRISTA NUR PADILLA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
10 | NINA NADELA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
11 | FITO AZIS ALIM JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
12 | MRASYID AL VIQRI JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
13 | AAT KANDIRA PUTRI JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
14 | Dewi Warda JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 2
15 | NAYLATIFA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
16 | SARAH JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
17 | AMNA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
18 | M DHANIADITYA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
19 | AGUS RAHMAN DANI JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
20 | ANNISAEKA LIANA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 3
21 | MALAMIN JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 4
22 DWI NAVISHA JAMBI LUAR KQTA KEDEMANGAN a4
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23 | ANASRABIH PRATAMA JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
24 | ECHA NABIL REIHAN JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
25 | HALIMATUS SAKDIAH JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
26 | USMAN JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
27 | RIFDAH SYAFINAH JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
28 | AMELIA FITRI JAMBI LUAR KOTA KEDEMANGAN 5
29 | CAHYA SRI MAYANI JAMBI LUAR KOTA MARO SEBO 1
30 | M ANDRIAGUSTIN JAMBI LUAR KOTA MARO SEBO 1
31 | NIKETA MIRNALIA JAMBI LUAR KOTA MARO SEBO 2
32 | JESSICA DIAN RAMADANI JAMBI LUAR KOTA MARO SEBO 2
33 | NAKHDA AULIA MAHENDRA | JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 2
34 | DONNI AGUNG KURNIAWAN | JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 3
35 | SISKA OKTA RIYANI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 3
36 | SURYA PRATAMA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 3
37 | NADHIEN LUTHFIANA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 3
38 | FATANATURRAHMAH JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 3
39 | JESSICA IVANNA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 5
40 | FITRIA PRACILLA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 5
41 | SARWO EDI JAMBILUAR KOTA MENDALO DARAT 6
42 | ERICK RIYAN SANJAYA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 6
43 | MUHAMMAD REZA PAHLEPI | JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 8
44 | NURUL RAMADHANI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 8
NICHOLAS REIFAN
45 | SIMARMATA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 8
46 | ARBITRIANANDA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 9
47 | RAFLI AHMAD HASSAN JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 12
48 | BINSAR SIBURIAN JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 12
49 | MUTYA SYAFITRI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 15
50 | NIMASLEDI DENANTI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 15
51 | ZAHRARINDI ISLAMIYAH JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 15
52 | KRISTINA VEBRIANTI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 15
53 ?I'-;l/l\\SL ITA CHARISYA NING JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
54 | M. DAFFA AL HAFIF JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
55 | CINTA RAMADHANI HIDAYAT | JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
MONIKA AMME TAM
56 ARITONA:G LIA UTAMI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
57 | ROBERTO MANALU JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
RIZAL CHRISTOPHER
58 | SIDABUTAR JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 16
59 | PEBI TRISNIPASYA JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 19
60 | KEVIN YEHEZKIEL JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 19
61 | JHONRICARDO S JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 19
62 | SOPIYAH JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 20
63 | JOSUA ANDREADI SIEGAR JAMBILUAR KOTA MENDALO DARAT 20
64 | JOSUA ANDREADI SIEGAR JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 20
65 | PUTRI NURI RAMADHANI JAMBI LUAR KOTA MENDALO DARAT 20
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66 | ANNISA RIANTI JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 1
67 | REZA CHESTA ARDHIONA JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 1
68 | DIFANABILA JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 2
69 | BELLAKURNIA NOFRIANDRA | JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 3
70 | SYAFIRA DWIAGNISA JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 3
71 | M.FAREL JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 4
72 | RAHMI WAHIDIYAH RAMBE | JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 4
73 | YOHANES K.T SIMORANGKIR | JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 4
74 | PUTRI HALIMAH JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 4
75 | ASRIUMBARAN JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 4
76 | VERONIKAABELIAPUTRI JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 5
77 | ANGKASA ALFARIZI JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 6
78 | INTAN SALFINAZ JAMBI LUAR KOTA MENDALO INDAH 6
79 | ANDIKA FATTA SYAH JAMBILUAR KOTA MENDALO INDAH 7
80 | TIARA NOVELIA JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 1
81 | RENO RHAMADAN JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 1
82 gx::A/:‘WALIA DICHA JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 1
83 | AYU WANDIRA LESTARI JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 2
84 | M.FAHRI ALBUHORI JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 2
85 | VIKO PRAMUDIA JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 2
86 | M. Septio Ramadon JAMBI LUAR KOTA MENDALO LAUT 2
87 | ZULKARNAIN JAMBI LUAR KOTA MUHAIJIRIN 1
88 | RAIHAN DWAYANDRA JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 1
89 | RAHMATULLAH JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 3
90 | ARISAPUTRA JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 5
91 | MAHRESTU ARIPIN JAMBI LUAR KOTA MUHAIJIRIN 5
92 | MAWADDAH\n\n JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 5
93 | AROHIM JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 6
94 | IKLIL FAKHIR -JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 6
95 | SABRINA AYU NANDA JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 6
SURYA PURNA CATUR
96 | HASTITI JAMBI LUAR KOTA MUHAIJIRIN 6
97 | ERFIANTO JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 6
98 | MUHAMMAD ROUFFUL IBAD | JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 7
99 | AINULMR JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 7
100 | ST NAFILAH JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 7
101 | MZUBAIR JAMBI LUAR KOTA MUHAJIRIN 7
102 | RIDWAN JAMBI LUAR KOTA MUHAIJIRIN 7
103 | NOFRIYANSAH PRATAMA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 1
104 | NURUL SYAFITRI PASARIBU JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 1
105 | TASYA NAVITA MAHESWARI | JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 1
106 | CALVIEN RIDHO ARFANDI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 2
107 | ZUBAIDAH JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 2
108 | BIMA PUTRA PRATAMA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 3
109 | YUDHA ANDIKA PRATAMA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 3
110 | AFSYAH DELA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
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111 | ANGGA SETA WIBAWA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
112 | DAFFA DARY JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
113 | YANDI ASTANDA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
114 | RADEN RAHMATULLAH JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
115 | RAHESHI NAVITA AERAWAN | JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 4
116 | TRIAYU LESTARI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 5
117 | SURATMI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 5
118 | NANDA REYHANA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 5
119 | FEBI HERIYANTO JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 8
120 | WAHYU RAMADHAN JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 8
121 | GRANDIKA PRATAMA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 8
122 | NOVRIANTO SUBASTIAN JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 8
123 | RIZKY TAYBAN RAMADHAN | JAMBI LUAR KOTA PEMATANG GAJAH 9
124 | DOYA JAMBILUAR KOTA PEMATANG JERING 1
125 | RABUNAH JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
126 | NUR FAIZA PUTRI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
127 | SRI WAHYUNI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
128 | FEBRI WULAN DARI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
129 | M FATHIR ZALDI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
130 | SONIA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 1
131 | EDYK JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 2
132 | PRANOMO JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 2
133 | FITRIANA JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 2
134 | LESTARI FEBRIYANTI JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 3
135 | JAMAL JAMBI LUAR KOTA PEMATANG JERING 3
136 | RAHMIATI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 1
137 | FITRI WULAN RAMADHANI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 1
138 | M. ALFARIZI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 2
139 | TRIRIZKI SANTOSO JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 2
140 | ADAM ZIRDAN JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 4
. 141 | FAHRURROZI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 5
142 | TESSA FELISIYA JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 5
143 | RAHMAD WAHDO JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 5
144 | ARAPUR JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 5
145 | DAMANHURI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 6
146 | JIHAN IRAWAN JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 6
147 | EGA AMELIA JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 6
148 | ZHU HARDIYANSYA JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 6
149 | SELA APRIYANTI JAMBI LUAR KOTA PENYENGAT OLAK 6
150 | DENDI GUSTIAWAN JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 1
151 | RTS SITI HAWA JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 3
152 | RD WAHYU KURNIAWAN JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 4
153 | HAMKA HIDAYAT JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 8
154 | MISKINAH JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 9
155 | RUSLAN JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 10
156 | WILATUN JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 11
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157 | NURJANAH DIAN LESTARI JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 11
158 | ANDI SAPUTRA JAMBI LUAR KOTA PIJOAN 11
159 | LISMA SARI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 1
160 | AULYA MUZA SAFIRA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 1
161 | SUGIANTO JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 1
162 | ERIN TIAWATY JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
163 | NOVRIYANSA PUTRA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
AL DAFFA NOVALINDO
164 | PRATAMA ANWAR JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
165 | NOVIA IRZA NABILLA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
166 | ADELLACITRA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
167 | ISMAIL KURNIAWAN JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
168 | SERA SERTIKA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
169 | M JASANDI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
170 | NURLIA JULIANTI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 2
171 | CITRA LARASATI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 3
172 | RAPITO JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 3
173 | RISKAWATI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
174 | ASAD JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
175 | RIO PADLI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
176 | RAHMA SANTI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
177 | ANDIKA PAJAR KUSUMA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
178 | PUTRA ARZA MAULANA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
179 | Rahma Santi JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 4
180 | AL FAREL ADITYA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
181 | AZHAR AL THARICK AKBAR JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
182 | SAYUTI JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
183 | RIAN AZHARUDIN JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
184 | M ABDUL HAFIZ JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
185 | ARISMAN PUJA KESUMA JAMBI LUAR KOTA RENGAS BANDUNG 5
186 | CITRA LESTARI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
187 | RATNA DEWI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
188 | SANAH JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
189 | SYIFA KHUMAIROH JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
190 | FUTRI GIRANDA JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
191 | MAY ANDIKA SAFUTRA JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
192 | DEWI LESTARI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
193 | ANDRA RAJABANSYAH JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
194 | M NAJIB MARWANI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
195 | RAGA DATA JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
196 | RAMADANI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 1
197 | ASMA JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 2
198 | M ARIFIN JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 2
199 | SAPAWI JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 2
200 | DENIADE CANDRA JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 2
201 | ABDULLAHT JAMBI LUAR KOTA SARANG BURUNG 3
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202 | ADE RAGIL ARDIANSYAH JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 3
203 | MARSIA JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 3
204 | AHMAD MARIO JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 3
205 | KOMAR RUDIN JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 4
206 | RIZMA DEVI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 4
207 | RAMADHANI JAMBILUARKOTA | SARANG BURUNG 4
208 | SRIWULANDARI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 4
209 | YOGI RADITYA JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 4
210 | DARMAWI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
211 | HERMANSA JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
212 | SARYANI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
213 | SUHAIMI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
214 | SUMARDI JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
215 | MUHAMMAD HERU JAMBILUARKOTA | SARANG BURUNG 5
216 | MUHAMMAD GUNAWAN | JAMBILUARKOTA | SARANG BURUNG 5
217 | MIRSYAD AMMAR ALIEF JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
218 | PUTRA KHORIL AKBAR JAMBILUAR KOTA | SARANG BURUNG 5
219 | RIFKI ALDIANSYAH JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK 1
220 | NURLAILA JAMBILUAR KOTA | SEMBUBUK 1
221 | MUHAMMAD KURNIAWAN | JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK 1
222 | M. NOFRAN ANARGY JAMBILUARKOTA | SEMBUBUK 2
223 | Tita Sabrina JAMBILUARKOTA | SEMBUBUK 2
224 | NINGSIH JAMBILUAR KOTA | SEMBUBUK 3
225 | SANATAN JAMBILUAR KOTA | SEMBUBUK 3
226 | DIKA ADITIA RAHMAN JAMBILUAR KOTA | SEMBUBUK 3
227 | NADYA FARA FEBRIANI JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK 3
228 | WIDI SEPIA SELLA JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK 4
229 | KURNIA RAMADANI JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK 4
1230 | AHMAD JAMBI LUAR KOTA | SENAUNG 1
231 | HESTIJULIANTI JAMBI LUARKOTA | SENAUNG 1
232 | ABDUL SYUKUR JAMBI LUAR KOTA | SENAUNG 2
233 | SASKIA AYU DIYA FITRI JAMBILUARKOTA | SENAUNG 2
234 | SAFII JAMBILUARKOTA | SENAUNG 2
235 | ASIA JAMBILUAR KOTA | SENAUNG 2
236 | ASMAWATI JAMBILUARKOTA | SENAUNG 2
237 | ZIDAN JAMBILUAR KOTA | SENAUNG 2
238 | WINDA ALWIYA JAMBILUAR KOTA | SENAUNG 2
239 | M. MUSTAKIM AL PAJRI JAMBI LUAR KOTA | SENAUNG 2
240 | NUR DIVA ANISAH JAMBI LUARKOTA | SENAUNG 4
241 | ANGGI AFRIANSYAH JAMBI LUAR KOTA | SENAUNG 4
242 | M SULAIMAN JAMBI LUARKOTA | SENAUNG 4
243 | MUFLIH ALMUNAWAR JAMBI LUARKOTA | SENAUNG 5
244 | M. BASTIAN JAMBILUAR KOTA | SENAUNG 5
245 | M FERDIKA NOVRIYANSYAH | JAMBILUARKOTA | SIMPANG LIMO 1
246 | RAHMIATI JAMBI LUAR KOTA | SIMPANG LIMO 2
247 | ERIKA SINTIA BELLA JAMBI LUAR KOTA | SIMPANG LIMO 2
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248 | M AINAN MURDAN JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 3
249 | JIMY ALVADO JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 3
250 | TRI MASITA JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 3
251 | MANJA ZAHRA TUSITA JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
252 | MIKA ELISABETH SITORUS JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
253 | ALFHAT CAESAR ALFARIDZI JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
254 | HAYYU RAHMADANI JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
255 | MUHAMMAD RIZKI JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
256 | RAZZA ANUGRAH JAMBI LUAR KOTA SIMPANG LIMO 4
SIMPANG SUNGAI
257 RIZKI SEPTIAN JAMBI LUAR KOTA DUREN 1
SIMPANG SUNGAI
258 INDAH PERMATA SARI JAMBI LUAR KOTA DUREN 3
SIMPANG SUNGAI
259 SUPRIYADI JAMBI LUAR KOTA DUREN 3
SIMPANG SUNGAI
260 JEMANI JAMBI LUAR KOTA DUREN 7
SIMPANG SUNGAI
261 NUR HAYA ATIQAH KIRANI JAMBI LUAR KOTA DUREN 7
SIMPANG SUNGAI
262 M DONI PRATAMA JAMBI LUAR KOTA DUREN 7
263 | AURA YULIANI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 2
264 | PUTRI ANDINA HAIRUNISA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 2
265 | ANGGIE MEILA SYAPUTRI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 2
266 | AZMIL UMUR JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
267 | FADILA ISNAINI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
268 | JUPRIYAH JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
269 | MAULIA SAFA FELISA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
270 | RAHUL PARDIAN JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
271 | SRI WAHYUNI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
272 | YOSY AMANDA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
273 | NUR HIDAYAH JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
274 | RAHAYU JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
275 | RESTIAGUSTIN JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 3
276 | DESTRIPUSPITA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 5
277 | ROYKHAN ANNAJIB JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 5
278 | RIZKY AWALUDIN JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 5
279 | SENDI A RISKI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
280 | SRI WAHYUNI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
MUHAMAD FADHLI
281 | AssHIDQ JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
282 | PUTRI SUCI RAHMA DANI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
283 | BUDI SUSILO AGUNG JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
284 | NURAIDA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
285 | SELVIA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI BERTAM 6
286 | CINTA UMAIROH JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 1
287 | MSAMANR | JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 3
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288 | ZIKRILHAKIM JAMBI LUAR KOTA SUNGAIDUREN 3
289 | SUKMA AYU LESTARI JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 3
290 | SINDY SIMBOLON JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 5
291 | YUNI RODEAR JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 5
292 | INDRA PURNAMA JAMBI LUAR KOTA SUNGAI DUREN 6
3. Kecamatan Kumpeh Ulu
| NO NAMA KECAMATAN KELURAHAN / DESA | TPS
1 | BUDI ARYAWAN KUMPEH ULU | KASANG KOTA KARANG | 4
2 | AULIA SYIFA DANASTRI KUMPEH ULU | KASANG KOTA KARANG | 4
3 | M AGUS RIYONO KUMPEH ULU | KASANG KOTA KARANG | 4
4 | GILANG ROMADHON KUMPEH ULU | KASANG KOTA KARANG | 4
5 | MUHAMMAD RIDHO KUMPEH ULU | KASANG KOTA KARANG | 4
6 | M RIZKY DAMARHADI KUMPEH ULU | KASANG KUMPEH 4
7 | MARWAN HEDI KUMPEH ULU | KASANG KUMPEH 6
8 | ZAINAL ABIDIN KUMPEH ULU | KASANG KUMPEH 7
9 | AIDIL FITRAH AKBAR KUMPEH ULU | KASANG KUMPEH 7
10 | RAMADANI KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 1
11 | DIKI AKSYA KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 1
12 | YOGA PRATAMA KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 1
13 | DANIL SATRIA PRATAMA KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 2
14 | RAHMAN ALFARIZI KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 2
15 | SEFANI KUMPEH ULU | KASANG LOPAK ALAI 2
16 | NAZHIFA ZIKRA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 5
17 | NICKY CHRISTIAN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 6
18 | MUHAMMAD HAFIZH ALFARIZI | KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 6
19 | M YASIN FADILAH KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 7
20 | BAGAS ALFIANTORO KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 9
21 | PRANA DJAYA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 10
22 | ARMAN JUNIANTO KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 10
23 | RAHMAT RIZKY RAMADHAN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 10
24 | DEWI LESTARI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 12
25 | MELISA TRI SAADAH KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 18
26 | GIO PRANADA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 18
27 | AULIA ABIDZAH PUTRI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 19
28 | M SALDI OKTAFIANDO KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 21
29 | M IKHSAN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 21
30 | AMELI SINAGA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 21
31 | DIAN RAMADHANI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 22
32 | DELA SHINTA SIGALINGGING KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 22
33 | ZAHARA PUTRI ASTUTI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 22
34 | AMAT SAJUDIN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 28
35 | ADE KURNIAWAN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 31
36 | BINAHAR PATAR MANALU KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 31
37 | LUKMAN WIJAYA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 31




38 | RANGGA SETIAWAN KUMPEH ULU | KASANG PUDAK

39 | LAMTIUR MANALU KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 31
40 | YULINDA SAFITRI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 34
41 | SHAFIRA YOLANDA PUTRI KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 34
42 | SHAQILA HUMAIRA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 34
43 | DIPA RADITYA DANISWARA KUMPEH ULU | KASANG PUDAK 34
44 | PELITA AGUSTIN KUMPEH ULU | KOTA KARANG 2
45 | RIRIN MAYASARI KUMPEH ULU | KOTA KARANG 3
46 | YUDI APRIANSYAH KUMPEH ULU | MUARA KUMPEH 1
47 | M ARYA ZUHRI PRATAMA KUMPEH ULU | MUARA KUMPEH 3
48 | MAHARAMITA KUMPEH ULU | MUARA KUMPEH 7
49 | RINI ISTI YANI KUMPEH ULU | MUARA KUMPEH 8
50 | ANTONI KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
51 | HALIZAH KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
52 | REY IHRAM HERU KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
53 | SITI MAISARAH KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
54 | RAUDATUL JANNA KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
55 | NANANG KOSIM KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 1
56 | RAHANI KUMPEH ULU | PEMUNDURAN 2
57 | FEBRIANSYAH DWI PUTRA KUMPEH ULU | PUDAK 3
58 | ZIDAN MARSEL KUMPEH ULU | PUDAK 3
59 | RATU ARIFAH KUMPEH ULU | PUDAK 3
60 | WULAN SAFITRI KUMPEH ULU | PUDAK 3
61 | WINARNO KUMPEH ULU | PUDAK 4
62 | RISKY OKTAVIA SARI KUMPEH ULU | PUDAK 5
63 | EKA RAHMAT NURSHODIKIN KUMPEH ULU | PUDAK 5
64 | M ABHIL KUMPEH ULU | PUDAK 7
65 | KHOIRIL RIDWAN BRAMANTIO | KUMPEH ULU | PUDAK 7
66 | HANUM MUTIARADWYVA KUMPEHULU | PUDAK 8
67 | M AGUNG SARIFUDIN KUMPEH ULU | PUDAK 9
68 | IMAS NOVIANTI KUMPEH ULU | RAMIN 1
69 | RATNA WATI KUMPEH ULU | RAMIN 3
70 | LINDA KUMPEH ULU | RAMIN 4
71 | AFRIZAL KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 2
72 | SAUNI KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 2
73 | JESRIKA HERLANDA KUMPEH ULU | SIPIN TELUKDUREN 2
74 | KLARA AMELIA KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 3
75 | MUHAMAD RIZKI KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 4
76 | RD ARIS AL ZIKRI KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 4
77 | ACA ANANDA KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 4
78 | IRGI WINATA KUMPEH ULU | SIPIN TELUK DUREN 4
79 | NADIN TIRA SEPTI RAMADANI | KUMPEH ULU | SOLOK 1
80 | NIA RAMADANI KUMPEH ULU | SOLOK 1
81 | M FAIRUZ NAFIZ KUMPEH ULU | SUNGAI TERAP 4
82 | AROZI KUMPEH ULU | TARIKAN 1
83 | ABDULLAH KUMPEH ULU | TARIKAN 1
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84 | RUBIAM KUMPEH ULU | TARIKAN 1
85 | TIWIAGUSTINA KUMPEH ULU | TARIKAN 1
86 | MUHAMMAD FADLI KUMPEH ULU | TARIKAN 1
87 | PERISAPUTRA KUMPEH ULU | TARIKAN 1
88 | Rahmat Allamin KUMPEH ULU | TARIKAN 1
89 | JESIKA RATU AZIZAH KUMPEH ULU | TARIKAN 1
90 | RAHMA WATI KUMPEH ULU | TARIKAN 3
91 | SYAHRUL JAMIL KUMPEH ULU | TARIKAN 3
92 [ MUT MAINAH PUTRI KUMPEH ULU | TARIKAN 3
93 | AHMAD SUBHAN KUMPEH ULU | TARIKAN 4
94 | AMNAH KUMPEH ULU | TARIKAN 4
95 | Ali rahmat KUMPEH ULU | TARIKAN 4
96 | Muhamat Jefri KUMPEH ULU | TARIKAN 5
97 | Desta Fadila Putri KUMPEH ULU | TARIKAN 6
98 | Oktavia Mahdalena KUMPEH ULU | TARIKAN 6
37. Bahwa terkait pelanggaran ini, Pemohon melalui tim pemenangannya telah

38.

39.

mengajukan laporan ke Bawaslu Muaro Jambi sebagaimana bukti Surat Laporan
Nomor : 03/PL/PB/KAB/05.07/X11/2024 yang telah diterima oleh Bawaslu pada
tanggal 02 Desember 2024 dan sampai pada Permohonan Sengketa ini diajukan dan
didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Muaro Jambi belum memberikan

keputusan atau Rekomendasi;

Bahwa terbukti berdasarkan uraian adanya pelanggaran pemilu sebesar 13.487 (tiga
belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara berdasarkan data pemilih yang
tidak berhak namun menggunakan surat suara untuk memilih kiranya beralasan
hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Termohon agar melakukan
Pemungutan Suara Ulang pada 3 Kecamatan, 46 Desa, 203 TPS kabupaten Muaro

Jambi Provinsi Jambi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang

(PSU) di TPS-TPS tyang terbukti terjadi pelanggaran tersebut.
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V. PETITUM.
Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di
atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor: 1385
Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jambi
Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan pukul 00.05 WIB adalah
batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS-TPS sebagai berikut :

Kecamatan Mestong :

Desa / Kelurahan TPS Jumlah
Baru 1,2,3,4,5 5TPS
Ibru 1,2 2TPS
Muaro Sebapo 2,3,6,7 4TPS
Naga Sari 1,2, 3,4 4 TPS
Nyogan 1,2,3,4,7,8 6 TPS
Pelempang 1,3,4 3TPS
Pondok Meja 1,2,3,4,5,6,7,8, 11 TPS

9,10, 11
Sebapo 2,3,45,6,7,8,9, 9 TPS
10
Suka Damai 2,3,4 3TPS
Suka Maju 1,2,4,6,7 5TPS
Sungai Landai 1,4,5 3TPS
Tanjung Pauh KM 32 1,2,3 3TPS
Tanjung Pauh Talang| 1,2 2TPS
Pelita
Tempino 1, 2,5, 6,7, 9, 10, 10 TPS
11,12,13
TOTAL 70 TPS

Kecamatan Jaluko
Desa / Kelurahan TPS JUMLAH




Danau Sarang Elang 1,2 2TPS
Kedemangan 1,2,3,4,5 5 TPS
Maro Sebo 1,2 2TPS
Mendalo Darat 2,356,809 12, | 11 TPS
15, 16, 19, 20,
Mendalo Indah 1,2,3,4,5,6,7 7TPS
Mendalo Laut 1,2 2 TPS
Muhajirin 1,3,5,6,7 5TPS
Pematang Gajah 1,2,3,4,5,8,9 7TPS
Pematang Jering 1,2,3 3TPS
Penyengat Olak 1,2,4,5,6 5TPS
Pijoan 1,3,4,8,9,10, 11 7TPS
Rengas Bandung 1,2,3,4,5 5TPS
Sarang Burung 1,2,3,4,5 5TPS
Sembubuk 1,2,3,4 4 TPS
Senaung 1,2,4,5 4 TPS
Simpang Limo 1,2,3,4 4 TPS
Simpang Sungai Duren | 1,3,7 3TPS
Sungai Bertam 2,3,56 4 TPS
Sungai Duren 1,3,5,6 4 TPS
TOTAL 89 TPS
Kecamatan Kumpeh Ulu
Desa / Kelurahan TPS JUMLAH
Kasang Kota Karang 4 1TPS
Kasang Kumpeh 4,6,7 3TPS
Kasang Lopak Alai 1,2 2TPS
Kasang Pudak 5,6,7,9, 10, 12, 18, [ 13TPS
19, 21, 22, 28, 31, 34
Kota karang 2,3 2TPS
Muara Kumpeh 1,3,7,8 4 TPS
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Pemunduran 1,2 2TPS
Pudak 3,4,58,9 5TPS
Ramin 3.4 2TPS
Simpang Teluk Duren |2, 3,4 3TPS
Solok 1 1TPS
Sungai Terap 4 1TPS
Tarikan 1,3,4,5,6 5TPS
JUMLAH 44 TPS

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami |
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